
BAB I 

PEDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara 

Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.
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 Pemanasan global yang semakin meningkat 

mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan 

hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2
Selama ini 

pengelolaan lingkungan hidup cenderung hanya pada 

pemanfaatan lingkungan hidup sebagai objek pembangunan. Pengelolaan 

lingkungan hidup berarti manajemen terhadap lingkungan hidup atau 

lingkungan dapat dikelola dengan melakukan pendekatan manajemen. 

Pendekatan manajemen lingkungan mengutamakan kemampuan manusia dalam mengelola 

lingkungan, sehingga pandangan yang lazim disebut dengan “ramah lingkungan”. Sikap dan 

kelakuan pro lingkungan tidak boleh anti pembangunan.
3
 

 Pendapat di atas mengandung makna, dalam perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup harus seimbang antara kepentingan peningkatan ekonomi dengan 
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kepentingan melestarikan lingkungan dan sosial. Upaya perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup yang didasarkan pada norma-norma hukum lingkungan berarti secara 

seimbang antara kepentingan ekonomi, pelestarian fungsi lingkungan dan kondisi sosial. 

Inilah pentingnya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyelenggaraan tugas-

tugas pemerintahan terkait pengelolaan lingkungan hidup. Selama ini, kedua hal tersebut 

seolah-olah terpisah satu sama lain. Pemerintah dan kalangan swasta dipandang sebagai 

pihak yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan kepentingan pelestarian 

lingkungan. 

 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) merupakan langkah awal 

kebijakan untuk penegakan hukum lingkungan hidup. UUPPLH memuat prinsip-prinsip 

pengelolaan lingkungan hidup yang berfungsi memberikan arahan (direction) bagi sistem 

hukum lingkungan nasional, dan setelah 15 tahun akhirnya undang-undang ini pun dicabut 

karena dianggap kurang sesuai agar terwujud pembangunan berkelanjutan seperti apa yang 

dicitakan yaitu dengan 

Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

1997 dan diganti lagi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan alasan agar lebih 

menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, melalui penjatuhan sanksi pidana yang 

cukup berat didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. 



 UUPPLH lama menempatkan penegakan hukum pidana dalam penegakan hukum 

lingkungan hidup hanya sebagai ultimum remidium, sehingga isi penegakan sanksi pidananya 

tidak dominan. Asas ultimum remedium dalam penjelasan UUPPLH lama, ternyata sangat 

kurang jelas dan tegas. Penjelasan umum sesungguhnya merupakan upaya memperjelas 

makna dari konsideran suatu undang-undang. Dalam konsideran mengandung nilai-nilai 

filosofis dari suatu undang-undang. Dengan demikian sesungguhnya penjelasan umum 

merupakan suatuupaya dari pembentuk undang-undang atau legislator untuk mempertegas 

nilai-nilai filosofis yang terdapat dalam suatu konsideran. Nilai-nilai filosofi dalam 

konsideran suatu undang-undang terkonkritisasi pada batang tubuh berupa pasal-pasal dari 

undang-undang tersebut.
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 Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan Negara 

dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat pada 

umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun kekuasaan atau 

kewenangan penguasa/penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memastikan 

bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan. Kebijakan hukum pidana 

merupakan serangkaian proses yang terdiri atastiga tahapan yakni tahap kebijakan legislatif 

(formulatif), tahap kebijakan yudikatif (aplikatif), dan tahap kebijakan eksekutif 

(administratif).  

 Berdasar tiga uraian tahapan kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung 

di dalamnya tiga kekuasaan atau kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif (formulatif) 

berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang 
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berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat 

melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat 

dikenakan olehpembuat undang-undang, kekuasaan yudikatif atau aplikatif merupakan 

kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan 

dan kekuasaan eksekutif atau administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat 

pelaksana/eksekusi pidana. Berdasarkan tiga tahapan kebijakan penegakan hukum tersebut 

diatas penanggulangan kejahatan selalu diorientasikan pada upaya untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diutarakan oleh Barda Nawawi Arief
5

 bahwa 

kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (criminal policy) pada hakekatnya 

merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya 

mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare).  

 Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam 

menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan 

menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses 

industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar 

pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk di dunia. Hutan 

merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi 

lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.
6
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 Untuk itu dalam kedudukannya hutan sebagai salah satu penentu sistem 

penyangga kehidupan harus dijaga kelestariaannya. Sebagaimana landasan 

konstitusional Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang berbunyi: 

“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 

  

 Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses 

masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu 

permasalahan dalam pengelolaan hutan. Seiring dengan semangat reformasi kegiatan 

penebangan kayu dan pencurian kayu dihutan menjadi semakin marak apabila hal ini 

dibiarkan berlangsung secara terus menerus kerusakan hutan Indonesia akan berdampak pada 

terganggunya kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, erosi atau tanah longsor, 

disfungsinya hutan sebagai penyangga keseimbangan alam serta dari sisi pendapatan Negara 

pemerintah Indonesia mengalami kerugian yang dihitung dari 

pajak dan pendapatan yang seharusnya masuk ke kas Negara. 

 Aktivitas illegal logging saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan 

dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktivitas 

pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan 

banyak pihak dan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang 

berperan adalah buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pengaman usaha 

(seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, 

TNI). Illegal loging terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal berperan 



sebagai pelaksana dilapangan dengan para cukong bertindak sebagai pemodal yang akan 

membeli kayu-kayu hasil tebangan tersebut, adakalanya cukong tidak hanya menampung dan 

membeli kayu-kayu hasil tebangan namun juga mensuplai alat-alat berat kepada masyarakat 

untuk kebutuhan pengangkutan. 

 Untuk mengatasi maraknya tindak pidana illegal logging jajaran aparat 

penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup 

tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim) telah 

mempergunakan Undang-undang No. 41 tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang No 19 

tahun 2004 kedua undang-undang tersebut tentang Kehutanan 

sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana illegal logging, 

meskipun secara limitatif undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya 

istilah illegal logging. 

 Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo illegal logging merupakan penebangan kayu 

secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu 

di dalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan 

penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.
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 Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, 

menebang, memotong, mengambil dan membawa kayu hasil hutan tanpa ijin dari pejabat 

yang berwenang dikenakan pasal-pasal dalam KUHP, namun setelah berlakunya Undang-

Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap perbuatan memanfaatkan kayu 
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hasil hutan tanpa ijin pihak yang berwenang tersebut dikenakan pidana sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 50 jo Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 yang notabene 

ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan apabila dikenai pasal-pasal dalam 

KUHP. Ketentuan penjelasan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 yang 

dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun 

badan usaha dengan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perumusan tindak 

pidananya sehingga sanksi pidana terhadap orang pribadi dan korporasi juga diberlakukan 

sama. 

 Adanya berbagai kasus didaerah dimana seseorang karena sekedar memenuhi 

kebutuhan ekonomi menebang, mengambil dan membawa sebatang kayu dari hutan tanpa 

ijin pejabat yang berwenang dikenakan tindak pidana illegal logging bila dikaitkan dengan 

tujuan pemidanaan menimbulkan permasalahan yang dihubungkan dengan tujuan 

penanggulangan kejahatan (criminal policy) sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk 

mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat (social welfare), menjadikan pemikiran 

cukup adilkah mereka yang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi atau perut 

diancam dengan hukuman yang sama dengan pemilik modal yang jelas-jelas mencuri kayu 

hutan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. 

 Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan yang kompleks dan menarik 

untuk dikaji mendalam, hal tersebutlah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian 

mengenai kebijakan pidana yang ada dalam upayanya untuk menegakkan hukum lingkungan 

hidup di Indonesia. Dalam mengantisipasi upaya penanggulangan tindak pidana Illegal 



Logging ini menjadi sangat penting untuk melakukan suatu kebijakan hukum pidana 

khususnya kebijakan legislatif, yaitu bagaimana memformulasikan suatu perbuatan yang 

dianggap sebagai tindak pidana illegal Logging, syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk 

mempersalahkan atau mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan illegal 

logging dan sanksi atau pidana apa yang sepatutnya dikenakan serta bagaimana dalam 

menerapkan kebijakan legislatif tersebut oleh badan yudikatif. 

 Dari berbagai uraian diatas maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih 

dalam tentang hal tersebut dan penulis sajikan dalam bentuk uraian ilmiah (tesis) 

dengan judul :Implementasi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Bidang Penegakan 

Hukum Pidana Terhadap Kasus Illegal Logging (Studi Kasus Polres Rembang). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang telah diuraikan diatas dapatlah dirumuskan permasalahan 

dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana implementasi pelestarian lingkungan hidup dalam bidang penegakan 

hukum pidana terhadap kasus illegal logging? 

2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Polres Rembang sebagai penegak hukum dalam 

menegakkan hukum terhadap kasus illegal logging? 

3. Bagaimana solusi bagi Polres Rembang dalam mengatasi hambatan dalam penegakan 

hukum pada kasus illegal logging? 

 



1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini nantinya sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi pelestarian lingkungan hidup 

dalam bidang penegakan hukum pidana terhadap kasus illegal logging.  

2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan yang dihadapi oleh Polres Rembang 

sebagai penegak hukum dalam menegakkan hukum terhadap kasus illegal logging. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa solusi bagi Polres Rembang dalam mengatasi 

hambatan pada penegakan hukum pada kasus illegal logging. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoris atau akademisi meupun segi praktis yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk menambah khasanah ilmu hukum khususnya hukum pidana bagi lingkungan 

civitas akademikia Universitas Sultan Agung Semarang.  

2. Manfaat Praktis  

Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya diharapkan dapat 

memberi masukan bagi para penegak hukum dalam Implementasi Pelestarian 

Lingkungan Hidup Dalam Bidang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Illegal 

Logging. 

 



1.5 Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori 

1.5.1 Kerangka Konseptual 

a. Pengertian Lingkungan Hidup 

 Lingkungan hidup dengan segala komponen yang ada di dalamnya sangat dibutuhkan 

dalam pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia. Allah SWT telah menciptakan 

lingkungan dengan berbagai macam komponen yang dapat dipergunakan manusia dalam 

rangka menjalankan tugas yang telah ditetapkan Allah SWT, baik pelaksanaan tugas itu 

dalam rangka ibadah, dalam rangka menjalankan amanat sebagai khalifah di muka bumi ini, 

maupun dalam rangka membangun dan memakmurkan bumi. 

 Manusia mempunyai ketergantungan yang sangat kuat dengan lingkungan hidupnya. 

Membicarakan manusia harus pula membicarakan lingkungan hidupnya, demikian pula 

sebaliknya membicarakan lingkungan juga membicarakan manusia. Manusia tanpa 

lingkungannya adalah abstraksi belaka. Lingkungan hidup terdiri dari dua kata, yakni 

lingkungan dan hidup. Dalam kamus besar bahasa Indonesia lingkungan berarti daerah, 

golongan, kalangan, dan semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia dan hewan. 

Sedangkan hidup berarti masih terus ada, bergerak dan bekerja sebagaimana mestinya. Jika 

kedua kata tersebut digabungkan, maka lingkungan hidup berarti daerah atau tempat dimana 

makhluk hidup untuk bertahan dan bergerak sebagaimana mestinya. 

Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua 

benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya 

yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk 



hidup lainnya.
8
Beberapa pakar lingkungan tidak membedakan secara tegas antara pengertian 

lingkungan dengan lingkungan hidup baik dalam pengertian sehari-hari maupun dalam forum 

ilmiah. Namun yang secara umum digunakan adalah istilah lingkungan lebih luas dari pada 

lingkungan hidup. Istilah lingkungan hidup dalam bahasa Inggris disebut environment, dalam 

bahasa Belanda disebut dengan milieu, atau dalam bahasa Perancis disebut dengan 

environment. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang pengertian lingkungan 

hidup, penulis memaparkan beberapa pendapat dari para pakar-pakar lingkungan tentang 

pengertian lingkungan hidup diantaranya yakni: 

 S.J McNaughton dan Larry L Wolf mengartikannya dengan semua faktor eksternal 

yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, 

perkembangan, dan reproduksi organisme.
9
Prof. Dr. Ir.Otto Soemarwoto, seorang ahli ilmu 

lingkungan (ekologis) terkemuka mendefinisikannya sebagai berikut: lingkungan adalah 

jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang 

mempengaruhi kehidupan kita. Prof. Dr. St. Munadjat Danusaputro, ahli hukum lingkungan 

terkemuka dan guru besar hukum lingkungan Universitas Padjadjaran mengartikan 

lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi, termasuk didalamnya manusia dan 

tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi 

hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Emil Salim, menyatakan bahwa 

secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi dan keadaan dan 
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pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal hidup 

termasuk kehidupan manusia.
10

 

 Sedangkan menurut pengertian yuridis, seperti yang diberikan dalam Pasal 1 ayat 1 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan 

Hidup, lingkungan hidup diartikan sebagaikesatuan ruang dengan semua benda, daya, 

keadaan dan makhluk hidup,termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam 

itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 

 Dari beberapa defenisi mengenai lingkungan hidup yang telah penulis paparkan tadi 

maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup itu ialah suatu 

rangkaian atau suatu sistem yang saling mempengaruhi satu sama lain terhadap 

kehidupan dan kesejahteraan, baik terhadap manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, maupun 

terhadap benda mati lainnya. 

 Lingkungan hidup yang terdiri dari biotik dan abiotik yang berada dalam suatu ruang 

tempat manusia berada, mempengaruhi manusia dan jasad hidup lain, di dalamnya terjadi 

hubungan timbal balik antar masing-masing komponen. Pada setiap pertumbuhan dan proses 

yang berhubungan dengan makhluk hidup, terutama manusia memiliki kaitan yang erat 

dengan lingkungan hidupnya untuk mengetahui hubungan dan kaitan makhluk hidup dengan 

lingkungannya, perlu memahami dan mengetahui konsep ekologi. 

 Istilah ekologi berasal dari bahasa Yunani “Oikos” yang berarti“Rumah” atau 

“tempat untuk hidup” dan “logos” yang berarti “uraian atauilmu”. Jadi secara etimologi 
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ekologi berarti ilmu kerumahtanggaan atau ilmu tentang rumah tangga makhluk 

hidup.
11

Sedangkan ekologi secara terminologi merupakan ilmu tentang hubungan timbal 

balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dari defenisi ini terlihat bahwa pada 

hakikatnya permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan ekologi, karena 

permasalahan lingkungan hidup merupakan problematika dari interaksi timbal balik antara 

makhluk hidup, khususnya manusia dengan lingkungan hidupnya. Dengan demikian, 

meneliti dan mengkaji masalah lingkungan hidup berarti menyelidiki ekologi. 

 Manusia dengan segala aktivitasnya mempengaruhi lingkungan hidupnya. Manusia, 

dengan kelebihannya, memberikan pengaruh dominan terhadap makhluk lain dan 

lingkungannya. Demikian juga sebaliknya, dengan segala apa yang dimilikinya dapat 

dipengaruhi oleh lingkungannya. 

b. Hukum Pidana  

Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang 

tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam 

masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya 

tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.
12

Sedangkan menurut 

Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan 

perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
13

 W.L.G Lemaire memberikan pengertian 

mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan 

larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu 
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sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian 

dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang 

menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak 

melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam 

keadaaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.
14

 

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum atau 

undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang atau pantang untuk dilakukan dan 

ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa 

Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan 

karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-

norma di bidang hukum lain dengan menetapkan  ancaman  sanksi  atas  pelanggaran norma-

norma di bidang hukum lain tersebut.
15

Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana 

yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada 

peraturan tertulis (undang-undang  dalam  arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. 

Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang 

melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. 

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi 

hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang 

tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan 

benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan 
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kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum 

mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap  orang  supaya  mentaati  tata tertib dalam 

masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang 

tidak mau mematuhinya.
16

 

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat 

untuk patuh dan menaatinya, akan meyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian 

dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum 

pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan 

(preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan 

suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya (represif).
17

 

Tujuan hukum pidana sendiri adalah untuk melindungi kepentingan orang 

perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia  

harus  sesuai  dengan  falsafah  Pancasila yang mampu membawa kepentingan  yang  adil  

bagi  seluruh  warga  negara.  Dengan  demikian  hukum pidana di Indonesia adalah 

mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
18

 

a. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi 

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan memberi dasar 

adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter 

dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam 
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pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam 

penjelasan umum. 

b. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum 

pidana 

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang 

relevan dengan permasalahan yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana 

dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan 

perwujudan dari tujuan pertama. 

c. Penegakan Hukum Pidana 

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara 

rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan 

terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, 

berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan 

yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan 

dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil 

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan 

untuk masa-masa yang akan datang.
19

 

Negara Indonesia adalah negara hukum (recht staats), maka setiap orang yang   

melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses 

hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan 

yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman 
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(sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabkannya. Dalam hal ini ada 

hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana 

melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar 

larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para 

pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada 

orang  yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.
20

 

Adapun penegakan hukum sebagaimana dirumuskan oleh Abdul Kadir Muhamad 

adalah sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi 

pelaksanaanya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran, memulihkan 

hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Pengertian  itu  menunjukkan  bahwa  

penegakan  hukum itu terletak pada aktifitas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. 

Aktifitas penegak hukum ini terletak pada upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan 

norma-norma yuridis.   Mewujudkan norma berarti menerapkan aturan yang ada untuk 

menjerat atau menjaring siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hokum 

menjadi kata kunci yang menentukan berhasil tidaknya misi penegakan hukum (law 

enforcement).  

Penegakan hukum dapat dilakukan dengan berupa penindakan hukum. Abdul Kadir 

Muhammad menjelaskan bahwa penindakan hukum dapat dilakukan dengan urutan sebagai 

berikut:
21
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a. Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi 

(percobaan); 

b. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda); 

c. Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu); 

d. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati). 

Urutan tersebut lebih menunjukkan pada suatu tuntutan moral-yuridis yang berat 

terhadap aparat penegak hukum agar dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan 

kewajibannya dilakukan secara maksimal. Kesuksesan law enforcement sangat ditentukan 

oleh peran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan sistem 

hukum. Kalau sistem hukum ini gagal dijalankan, maka hukum akan kehilangan dalam 

sakralitas sosialnya. Berdasarkan pada pengertian diatas maka penegakan hukum pidana 

adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menanggulangi 

kejahatan baik secara preventif maupun represif. 

d. Illegal Logging 

Pengertian illegal logging dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak 

secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi illegal logging dapat dilihat 

dari pengertian secara harfiah, illegal artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan 

hukum dan log adalah kayu gelondongan (logging artinya menebang kayu dan membawa ke 

tempat gergajian). Secara umum illegal logging mengandung makna kegiatan di bidang 

kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, 

pengangkutan, pengolahan hingga kegiatanjual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak 



sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat 

menimbulkan kerusakan hutan. 

Essensi yang penting dalam praktek penebangan liar (illegal logging) ini adalah 

perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, 

maupun sosial budaya dan lingkungan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari fungsi 

hutan yang pada hakekatnya adalah sebuah ekosistem yang di dalamnya mengandung tiga 

fungsi dasar, yaitu fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi)serta fungsi sosial.  

 Dilihat dari aspek sosial, penebangan liar (illegal logging) menimbulkan berbagai  

konflik seperti konflik hak atas hutan, konflik kewenangan mengelola hutan antara 

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta masyarakat adat setempat.  Aspek budaya 

seperti ketergantungan masyarakat terhadap hutan juga ikut terpengaruh yang pada akhirnya 

akan merubah perspektif dan perilaku masyarakat adat setempat terhadap hutan. 

Akar Permasalahan dalam Illegal Logging, paling sedikit ada 4 (empat) macam yaitu: 

a. Sistem Pengelolaan Hutan di Indonesia yang membuka ruang untuk terjadinya 

praktek illegal logging; 

b. Tingkat kesejahteraan (gaji) Pejabat, Petugas dan masyarakat sekitar hutan rendah; 

c. Mentalitas yang tidak baik; 

d. Kontrol yang lemah, baik kontrol instansional maupun kontrol sosial. 

Dampak kerusakan ekologis (lingkungan) akibat penebangan liar (illegal logging) 

menurut berbagai penelitian yang dilakukan oleh para pakar pemerhati lingkungan dan 

kehutanan bahwa berbagai bencana alam yang terjadi, disinyalir sebagai akibat dari 



kerusakan hutan sebagai dampak dari penebangan liar (illegal logging). Selain bencana alam, 

penebangan liar (illegal logging) ini juga menimbulkan kerusakan flora dan fauna serta 

punahnya spesies langka.
22

 

Oleh karena itu, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya hutan perlu dilakukan 

melalui suatu sistem pengolahan yang dapat menjaga serta meningkatkan fungsi dan 

peranannya bagi kepentingan generasi masa kini maupun generasi dimasa yang mendatang. 

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi aktifitas illegal logging antara lain 

dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemberantasan 

Penebangan Kayu secara illegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah 

Indonesia dan mengularkan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2008 tentang Petunjuk 

Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan. Upaya tersebutmerupakan payung hukum 

dalam pemberantasan penebangan liar (illegal logging) yang diharapkan kelangsungan hutan 

di Indonesia dapat terselamatkan.  

Tindak pidana illegal logging adalah masalah yang kompleks bagi pembangunan 

kehutanan namun menyadari arti pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup umat manusia 

pada umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya, maka sudah seharusnya kita harus 

melakukan pelestarian hutan serta melindungi keberadaannya demi kelangsungan hidup 

manusia itu sendiri sehingga dapat mencegah aksi para pelaku illegal logging yang hanya 

mencari keuntungan pribadi semata. 

Perusakan hutan juga merupakan perusakan lingkungan hidup, yang menurut UU 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
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(UUPPLH), diartikan sebagai tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat 

fisik dan atau hayati yang mengakibatkanlingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang 

pembangunan berkelanjutan. Pengertian dari perusakan lingkungan itu sendiri dapat dilihat 

dalam Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

yang mengartikan perusakan   lingkungan sebagai “tindakan orang yang menimbulkan 

perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati 

lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”
23

 

1.5.2 Kerangka Teori  

a. Teori Penegakan Hukum 

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna 

(utility) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya 

penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendati pun demikian tidak dapat kita 

pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga 

sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat. 

Dalam kondisi yang demikian ini, masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian 

hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa 

menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa 

pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan 

bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan 

strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya 
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lakunya tidak bertahan lama. Akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan 

dalam masyarakat. 

Sebaiknya mekanisme dan prosedur untuk menentukan prioritas revisi atau 

pembentukan undang-undang baru, masyarakat harus mengetahui sedini mungkin dan tidak 

memancing adanya resistensi dari masyarakat, maka setidak-tidaknya dilakukan dua macam 

pendekatan yaitu pendekatan sistem dan pendekatan kultural politis.  Melalui pendekatan 

sistem prioritas revisi atau pembentukan undang-undang baru, harus dilihat secara 

konstekstual dan konseptual yang bertalian erat dengan dimensi-dimensi geopolitik, 

ekopolitik, demopolitik, sosiopolitik dan kratopolitik. Dengan kata lain politik hukum tidak 

berdiri sendiri, lepas dari dimensi politik lainnya, apalagi jika hukum diharapkan mampu 

berperan sebagai sarana rekayasa sosial. Kepicikan pandangan yang hanya melihat hukum 

sebagai alat pengatur dan penertib saja, tanpa menyadari keserasian hubungannya dengan 

dimensi-dimensi lain, akan melahirkan produk dan konsep yang kaku tanpa cakrawala 

wawasan dan pandangan sistemik yang lebih luas dalam menerjemahkan perasaan keadilan 

hukum masyarakat.
24

 

Pada taraf dan situasi seperti ini, kesadaran moral warga masyarakat tentu saja tidak 

akan lagi selalu sama dan sebangun dengan kesadaran hukum rakyat. Hukum yang 

dikembangkan dari cita pembaharuan dan pembangunan negara-negara nasional pun 

karenanya akan memerlukan dasar legitimasi lain, yang tak selamanya dipungut begitu saja 

dari legitimasi moral rakyat yang telah ada selama ini. Hukum-hukum ekonomi, lalu lintas 
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dan tata kota yang mendasarkan diri maksud-maksud pragmatis jelaslah kalau terlepas dari 

kesadaran moral tradisional.
25

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus 

diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, 

mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum 

tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, 

individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil 

bagi orang lain. 

Aristoteles dalam buah pikirannya “Ethica Nicomacea” dan “Rhetorica” mengatakan, 

hukum mempunyai tugas yang suci, yakni memberikan pada setiap orang apa yang berhak ia 

terima. Anggapan ini berdasarkan etika dan berpendapat bahwa hukum bertugas hanya 

membuat adanya keadilan saja (Ethische theorie). Tetapi anggapan semacam ini tidak mudah 

dipraktekkan, maklum tidak mungkin orang membuat peraturan hukum sendiri bagi tiap-tiap 

manusia, sebab apabila itu dilakukan maka tentu tak akan habis-habisnya. Sebab itu pula 

hukum harus membuat peraturan umum, kaedah hukum tidak diadakan untuk menyelesaikan 

suatu perkara tertentu. Kaedah hukum tidak menyebut suatu nama seseorang tertentu, kaedah 

hukum hanya membuat suatu kualifikasi tertentu. Kualifikasi tertentu itu sesuatu yang 

abstrak. Pertimbangan tentang hal-hal yang konkrit diserahkan pada hakim.
26

 

 

b.Teori Pemidanaan 
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Teori tujuan sebagai Theological Theory dan teori gabungan sebagai pandangan 

integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan 

pliural, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan 

pandangan Retributivist. Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan 

harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan 

retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang Theological 

tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.
27

 

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut : 

i. Teori absolut (restributif) 

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah 

melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Imamanuel Kant memandang pidana 

sebagai “Kategorische Imperatif” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena 

ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukan suatu tuntutan keadilan. 

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Imamanuel Kant 

di dalam bukunya “Philosophy of Law” sebagai berikut:
28

 

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk 

mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itusendiri maupun bagi 

masyarakat tapi dalam semua hal harusdikenakan karena orang yang bersangkutan 

telah melakukansesuatu kejahatan.” 

 

ii. Teori tujuan (relatif) 
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Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat 

digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang 

bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan 

memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia 

tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini 

terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang 

membuat kesalahan) melakukan ne peccetur (supaya orang jangan melakukan 

kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban 

dalam masyarakat.
29

 

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan 

menjadi dua istilah, yaitu: 

a) Prevensi spesial (speciale preventie) atau Pencegahan Khusus 

Bahwa pengaruh pidana ditunjukan terhadap terpidana, dimana prevensi 

khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi 

perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki 

terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai 

dengan harkat dan martabatnya. 

b) Prevensi General (Generale Prevenie) atau Pencegahan Umum 

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalaha untuk 

mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh 

pidana ditunjukan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk 
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menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana 

adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat padau 

mumnya untuk tidak melakukuan tindak pidana. 

c.Teori Keadilan  

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap 

mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam  mengutamakan “the 

search for justice”.
30

Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. 

Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan 

kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut : teori keadilan Aristoteles dalam bukunya 

nicomachean ethics dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya a theory of justice 

dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya general theory of law and state. 

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya 

nichomachean ethics, politics, dan rethoric. Spesifik dilihat dalam buku nicomacheanethics, 

buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, 

mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan 

dalam kaitannya dengan keadilan”.
31

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu 

pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak 

persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai 

suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap 
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warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang 

menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya. 

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam 

keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan distributief ialah 

keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan 

commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan 

prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. 

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, 

dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan 

mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak 

Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku 

dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai degan 

nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.
32

 

 

 

 

1.6 Metode Penelitian 

Penelitian adalah suatu proses yang panjang dari usaha manusia untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan, maka dari itu diperlukan metode penelitian yang menjadi suatu 

penelitian. Agar peneliti mendapat hasil yang baik maka tidak lepas dari suatu metode yang 

benar, yaitu metode-metode yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Menurut 
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Soerjono Soekamto metode penelitian adalah ”Suatu metode yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan jalan 

menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta 

tersebut, kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan 

oleh fakta tersebut”. 

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 

1.6.1 Metode Pendekatan 

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

yuridis sosiologis. Menurut pendapat Bogdan dan Taylor Penelitian kualitatif adalah “suatu 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang yang perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada 

latar dan individu tersebut secara holistic (utuh). Maksudnya tidak boleh mengisolasikan 

individu atau sebagai bagian dari suatu keutuhan. 

Menurut pendapat diatas peneliti mencoba melakukan penelitian dalam suatu ruang 

lingkup terhadap komunikasi seorang individu dimana memperoleh data dari seorang 

individu tersebut secara deskriptif tanpa memberikan suatu pernyataan atau penambahan-

penambahan yang sifatnya dapat merusak latar dari individu yang diteliti secara holistic 

tetapi peneliti harus menyikapai dan memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. 

 

1.6.2 Spesifikasi Penelitian 



Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu memberi penjelasan 

secara rinci, sistematis dan menyeluruh dengan mengelompokkan, menghubungkan, 

membandingkan serta memberi makna tentang aspek hukum yang berkaitan dengan 

implementasi pelestarian lingkungan hidup dalam bidang penegakan hukum pidana terhadap 

kasus illegal logging (studi kasus Polres Rembang). 

 

1.6.3 Objek Penelitian 

Penelitian ini sebagai sumber informasi adalah keseluruhan terkait penegakan hukum 

pidana terhadap kasus illegal logging dalam hal ini penegakan hukum sebagai wujud 

implementasi terhadap pelestarian lingkungan hidup khususnya di daerah Kabupaten 

Rembang. 

 

 

 

1.6.4 Sumber Data 

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data 

primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan 

belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari 

penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum tersier. 

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari: 



a. Norma dan kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Peraturan dasar, yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan; 

f. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari: 

a. Buku-buku; 

b. Rancangan Undang-Undang; 

c. Hasil penelitian ahli hukum; 

d. Tesis, Skripsi, Disertasi. 

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari: 

a. Kamus Hukum; 

b. Kamus besar bahasa Indonesia; 

c. Pedoman ejaan yang disempurnakan; 

d. Ensiklopedia. 

 



1.6.5 Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data 

sebagai berikut: 

a. Observasi Lapangan 

Tujuan Umum melakukan Observasi lapangan adalah mengamati secara 

langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin 

dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan 

dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau ekplorasi, dimana 

kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara 

sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, 

maka diperlukan wawancara dengan instansi terkait sebagai instansi penegakkan 

hukum yaitu Kepolisian Resor Kabupaten Rembang. Wawancara yang dilakukan 

dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan 

adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. 

c. Studi Pustaka atau Studi Dokumen 

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah 

data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, perUndang-Undangan, 

kepres, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum. 

 



1.6.6 Metode Penyajian Data 

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya 

dilakukan proses editing, coding untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk 

menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan didalam 

editing dilakukan pembetulan data yang keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian 

data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian. 

 

1.6.7 Metode Analisis Data 

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu 

analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui 

penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan 

dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, 

teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana 

dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok 

permasalahanya.  

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut: 

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori Hukum, Metode Penelitian, Sistematika 

Penulisan. 



BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Pengertian Lingkungan Hidup, Pengertian 

Hukum Pidana, Pengertian Penegakan Hukum Pidana, Pengertian Illegal Logging. 

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: implementasi pelestarian 

lingkungan hidup dalam bidang penegakan hukum pidana terhadap kasus illegal logging, 

hambatan yang dihadapi oleh Polres Rembang sebagai penegak hukum dalam menegakkan 

hukum terhadap kasus illegal logging, dan solusi bagi Polres Rembang dalam mengatasi 

hambatan pada penegakan hukum pada kasus illegal logging. 

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran. 

 

 


